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PERATURAN BUPATI ROKAN mif;;:s%
NOMOR 03} TAHUN 2014 M)
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TENTANG "
TATA CARA, PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PRIARAT NEGARA,
SLUABAT, PEGAWAI KEGERI SIPIL, PEGAWAT D AK

Menimbang

Mengingat

ETAP DAN PIMPINAN

vAH DI LIRGKUNGAN
AN HILIR

DENGAN RAHMAT TUKAN YA¥G MAHA%;ESA
BUPATI ROEAN HILJR, | 4;;;‘
13 ! i .;
a. bahwa dalam

1.

rangka efisiersi dang. fektiﬁtas pelaksanaan
anggaran belanja daerah segara khy S.‘xs perlu pembatasan
banding, pen 3 dilakukan di luar

berjalanan dinas, bajl perjaieﬁn’an dirias luar negeri maupun

perialanan dinasg dalam n%geri, “injungan kerja, studi
yelenggaraan rapat .yar

kantor dan mengurangi ﬁegiatan j Werkshop, seminar,

Mmaupun lokakarya; ‘ i

bahwa Peraturan Bupati Rokan Hiliy Nomor 17 Tahun 2011
tentang Tatu Carg Pelaksaniaan Pe:‘rj_i:t‘;lanan Dinas Pejabat
Negara, Pejabar, Pegawaj Negeri Sip‘iié Pegawai Tidaik Tetap
dan Pimpinan Serta Anggoty Dexg_a“f Perwakilan Ralkyat
Dacrah d: Lingkungan Penferintalj‘e{li Daerah Kabupaten
Rokan Hilir, sudeh tidak sespai dengdn perkembangan dan
keadzan sehingga perlu dilakykan perykahan;

bahwa bherdasarkan pertimbangan se agaimana dimakusud

pada huruf & dan hyuruf b diatas; perly menetapkan

Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang ‘éta Cara Pelaksanaan

gara, Pejabat, Pegawai Negeri
Sipil. Psgawai Tidalk Tetap “idan Pﬂin’éfﬁm&n serta Anggota
Dewan  Ferwakilan Rakyat Dagrgh  di Lingkungan
Pemernintahan Daerah Kabupatsn Rokj;agmg Hilir;
H i1
¥ RS
Undang Undang  Nomor B3 Talun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten %‘etla.la, an,  Kabupaten Siak,
Kabupaten Rokan Hilir, KaB%&;S;hten R f(a.t

1 Hulu, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan. Singilgi dan Kota Batum,

(Leinbaran Negara Republik‘ﬁlndorfeﬁﬁ Tahun 199? Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara R?‘jj‘ﬁblik Indonesia Nomor
3902 sebagsimana telah diubakh fébit»:berapa kali terakhir
denpan Undang-Undang Nomor 34+ tahun 2008, tentang
Perubahan Ketiga Atas Unqa:jlg-Ur;qijpg Nomor 53 tahun
1999 (Lembaran Negara Rq‘f):ublﬂat :L j};;ionesia 'I:a.hun 20Q8
Nomor 107, Tambahan Lembaran N fg'!é\;;ra Republik Indonesia
Nomor 4880, : i

; b

g
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' i,
Undang-undang Nomor 17 ’i‘ahun ;(%
Negara (Lembaran Negara "’Réj.f)’ilbli‘k%;
Normnor 47, Tambahan Lemb%:fan Nega
Nomor 4286):

e

A
Urdang-Undang  Nomor al l‘ﬁ:rﬁm 2004  tentang
Perbendaharaan Negara 1 Heemb, ;5 Negara Republik
[ndonesia Tahun 2004 N : ’:)igmil“ ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia N Lo

rmor 735

]

Undang-Undang  Nomor _ §32 f%
Pemerintahan Daerah (Lembfran N({g rz Republik In
Tahun 2004 Nomor

Repubiik Indonesia No
beberapa kali, terakhir def‘l%

un - 2004 tentang

i donesia
125, #Tambghan Lembaran Negara

mor 4%37), sg"flf)'agai;nana telah diubah
an Unfang-Undang Nomor 12
Tanhun 2008 tentang Perubdlian _Ke@@:g' #Atas Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2004 t.&ntdngh £merintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik?lhdon‘e’;%f}g Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembzran Ne-%ma Réliblik Indonesia Nomor
Pl

4844 ;
Undang-Undang  Nomor 23 T}a?j?n 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan aftara P}:}perintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembsran Nciééga Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor i

126, Tambahar. Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4438); 1

- £
Peraturan Pemerintah Norﬁ‘or 58
Pengelolaan Xeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nofpor 140, |Tambahan Lembaran
Negara Republil: indonesiy Nemor 4378);

{ flahun 2005 tentang

Peraturar, Pemerintak 1\'0;1%:01", 38!
Pembagian Urusan Pememintahar {Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerak Provipsi dar:rq Remerintahan Daerah
Kabupater /Koia (Lembara Negara'! Republik Indonesia

Tanun 2007 Nomor 82, Tambahih Lembaran Negara
Republik Indcnesia Nemor 4737)

T%uhun 2007 tentang

-

Peraturan Pemerintah Nomor 41, Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daeraltr (Lemt%@r:m Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nofndr 89",-~z'[‘amba.han Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menceri Dalam Negeri fN%)l;‘nor 20 Tahun 2003
tentang Pedoman Perjalangan Digugjs Luar Negeri bagi
Pejabat/Pegawa: di Lingkungan Départermen Dalam Neger,
Pemerintah Daerah dan Pimpinan iserta Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah; 1

Peraturan Menteri Dalam }Pegeri _Hbmor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaaix L; Keuangan  Daerah
sebagaimana telah divbah dengan Phraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2014 fentali?;?' Perubahan Kedua Atas
Peraturan Meriteri Dalam ‘iﬁég’crvi"fg omor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolagn Keuald :m Daerah,;
i H
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Menetapkan : FERATURAN BUPATI TENTANG TATKIC

Dalam peraturan Bupati it

L.

S SIS

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PERJALANAN DINAS PEJABAT EGA
NEWERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIMPINAN
SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI | LINGKUNGAN PEMERIM‘%KHAN' HJAERAH KABUPATEN

A\ PEJABAT, PEGAWAI

ROXAN HILIR. ‘ PR
BAB I
KETENTUAN UMU;M
Paseal ). '

yang dimaksud derrg%n : )
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebur pemerintah, ai
Indonesia yarg memegang kekuasaan pé; erin
Republik Indonesia sebagaimana dimaksu‘dﬁ?‘rg it
Negara Republik' Indonesia Tahun 19453, %f

Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hili

g
Pemerintah Daexj:ah adalah Pemerintah Kaby

Kepala Daerah afr;ialab Bupati Rokan Hilir,

Dewan Perwakil% Rakvat D
adalah Dewan Perv:

'ﬁw

&
ok

!
aten Rb

5

sken Hilir,
L

. £
i

aerah, yang selgﬁjutny%fg‘ i?ingkat dengan DPRD,
akilan Rakyat Dacrah K4 jupateniRokan Hilir,

Pemerintah Daerah adalah pemerintatien Kaﬁupateam;rﬂéékan Hilir,
Peiabat Negara ddzlah pimp
sebagaimana dinaksud d
Negara lainnya yang ditent

S—

inan dan anggota‘flen{baéai';.ertinggi/ tinggi Negara
elam Undang—-Uan}ng Dasar 1945 dan Pejabat
ukan sleh UndangéUpdang.?

Bupati adalah Buipati Rokan Hilir,

Wakil Bupati adalah Waxil

;i
Bupaii Rokan Hilixi‘-f. f
Sekretaris Daerah adalah Sekreraris Daerah Keb upa‘ig{;;ﬁs Rokan Hilir.
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rfakyat.i @4§1~e.h adalah Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daer

ah Kabupaten Rokan Hilir,
Pejabat adalah Pegawai

Negeri Sipil di’ Lingklip; Pemerintat, Daerah
Kabupaten Rokan Hilir yang menduduki jabgtan stri_iR;ural esselon 1, esselon
Il, esselon III dan Esselon 1V serta jabatan fungsionat’.

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNiS
Sipil Pemerintah’ Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

¥
B

; ‘E‘adalah Pegawai Negeri

O T S

Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disebut P’I"]"‘L adalah pegawai yang
diangkat untuk jangka waktu tertent\ja gui ai ‘fgmglaksanak?n tugas
pemerintahan dan pembangunan yang B‘qr;s.ifa:t.-:g‘gqj}f.ms proqumngl dan
administrasi se§um dengan kebutuhan dag kemigiiguan organisasi dalam
kerangka sistim kepegawaian vang tidak '

hérl-cefd:i_f;i’, ’Pkan sebagai pegewai
negeri, Fep

5 ok .
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang sel‘énjutnxﬁi‘gdmebut SKPD, adalah
perangkat  dgerah  pada pemerintah 4 daex?aflgt_!g selaku  pengguna
anggaran/pengguna barang. . '

P
Kecamatan adalah Wilayah Kerja Campat se%agm Perangkat Daerahy‘,
Kabupaten Rokan Hiiir. | K
i
f

1
¥



. 17,
18.

19.

20.
21.

22.

23.

24

26.
27.

28.

29.

(1) Perjelanan dings dalam daerah merupakan penaid

- Tempat kedudukar adalah tempat/kota diman
. Tempat bertolak.adalah temn

i o

4 ‘ !

b

!’ I it !

Dokumen Pelaksanana Anggaran SKPD, yané; selaqj%f 1&'}fya disebut DPA-SKPD,
adalah dokumen vang memuat pendapatan dan {Bélanja yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pet?‘ggunaig_ _“?garan.

Pejabat yang befwenang adalah Pengguna Arﬁjg@ara?ﬁ;&ha.u pejabat yang diberi
wewenang oled Pengguna Anggaran dfiiiig‘l{urifégirﬁ% Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hilir I {J '

Perjalanan Dirlas  adalah pedjalanan kefiar

e

emibat kedudukan baik
perseorangan maupun secara bersama yaHg jarekiiva sekurang-kurangnya
10 {sepuluh) kilo ineter da-i batas kota, ‘yang dildkikan dalam wilayah
Republik Indone#sia untuk keventingan Pegié :

aerah atas perintah
mpat kedudukan ke
dan dari tempat tiba
lam negeri.

pejabat yang berwenang, termasuk perjal; an dhgit
tempat meninggalkan Indoneria untuk bertoldk ke iﬁ
di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang | S

¥ . "5 %
Perjalanan Dina;§ Luar Negeri adalah kegiata pexj:ilj%*jﬁ; n vang dilakukan oleh
Pejabat/'Pegawa:;;,: di Lirgkungan Pemerinta}a"ri Da r’% serta Pimpinarn dan
Anggota Dewan* Perwalkilan Rakyat Daera;

hgKabugdlen Rokan Hilir dalam
rarigka pelaksanfaan hubungan dan kerjasain%fluar"@g el
Surat Permohofiar izin Perjalanan Dinas %Luar jegeri, yang selanjutnya
disebut Surat Permohonan adalah surat pegmohony] iverjalanan dinas bagi
Pejabat/pegawai negeri sipil di Lingkungan Pgmerinfaljun Daerah Kabupaten
Rokan Hilir serta Pimpinan dan Angguta Dewén PerwaKjlan Rakyat Daerah.

3

Biaya riil adalah, biava yang dikeluarkar s€sual dé ‘Lan bukti pengeluaran
yang sah. ks

LY

am men jala,ﬁ\;x" tugas.

*SKPD berada.
pat/kota melanjuitican p-ij;«'hlanan dinas ke tempat

i

Wilayah jabatan:adalah wilayah kerja dal

§
na kanto;
tujuan. .

Tempat tujuan adalah tempat/iota yang merfia{rli tujjt’;’{i

i
N
Surat Perintah Tugas, yang selanjutn ;

el

.

e

? perjalanan dinas.
r ya digébur SPR

| §éb m*ﬁﬁad‘alah surat perintah
untuk penugasin Pejabat/PNS /PTT serta ‘,,ifrnpix'; ] l; dan  Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah melakukar: perja‘}”_i;én Ke :g f;a:}an.

Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutoya dis?~
perintah perjalanan kedinasan kepada pejaunt/ pegawdi
tidak tetap serta Pimpinan dan Anggota Déwan Péix
sesuai dengan -identitas Pejabat/PNS/ PTT% sertd Ay
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang cii‘a.;ggpa.‘s’kan~ ﬁéﬁg
tujuan, transpogtasi yang digunakar. serta sumbe
akibat penugasan tersebut. !

pinar. dan Anggota
an penjelasan wakty,
rigd,i}na untuk pembiayaan
Memorandum of Understanding, yang selapjutn a'i
dokumen yang menjabarkan kesepakatar, b%;samé B
pihak atau lebih. :

%isingkat MoU, adalah
as masalah antara dua

o o T

l,

i
f

¥
|
+

" =

2 4

BABII 1
PERJALANAN DINAS |3
Bagian Kesatu; { gi’
1

=,

R

Jenis Perjalanan Dinas ,
Pasal 2

P

ig‘\an dinas dari tempat
npat kedudukan semula

. . th
kedudukan ke tempat vang dituju dar} kem}ggh kq; e
dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir, dalam rang
dan Kunjungan Keria g i
;

¥
1
]
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(3)

(6)

(7)

i i &

i. ot

¥ by
g, _ %ﬂ i;g i
Perjalanan dina§ luar daerah meruvpakari. ;i _?;'f*fi dinas dari tempat
kedudukan ketepat yong dituju di Luag. #En  Rokan Hilir dan
kembali ke tempat xedudukan semula. N

. W
- o k

Perjalanan dinas:dalam daerah scbagaima.n?; :dima};ég}.{i pada ayat (1) untuk

Kecamatan Simp%.ng Kanan, Kecamatan Bag“_;‘ f,}iSiniarig;‘- ah, Kecamatan Kubu,

Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan’ Jasir };Li?znl%u Kapas, Kecamatan

Pujud dan Kecaé'natan Rantau Kopar Lamdhya P;ep‘jjai;anan Dinas dipatasi

maksimal selama 3 (tgs) hari ulfé ]

Kecamatan Batug Hampar, ¥

% Keécamatan Sinaboi,

_ 18, Kecamatan Bangko

Pusako, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan?T Pdtih Tanjung Melawan
dan Kecamatan Pekaitan Laman

ya Perjalanan Dn s dibatasi maksimal
selama 2 (dua) hari kalender, P i

H
4
A

AL .
kalender ;

Perjalanan dinas sebagaim
yang dilakukan dalam ha)
a. ditugaskan antuk menem
luar tempat kedudukan;
b. ditugaskan méngikuti sosialisasi,
pendidikan/pejatihan  dinas
Kementerian terkait,
yang bekeija sama ‘oleh F
C. Pelaksanaan per; inas $ifa j
banding bisa dilakukan dalam ranyka;

ana dimaksud padi‘a ayai (r%]ﬁ termasuk perjalanan
¥ ¥
!y

é,_jﬁ%tan yang diadakan di

puh ujian dinag ;s,;pa.n ]
Iy

3 hatd

worksHop, raﬁ:a}* seminar, lokakarya
ara berasal dari

apabila Jpenyelghp
instansi pemerintah

3 I
Ef I.i
1. adanya peraguran bary yang akan dii1n;‘31§menta st
2. untuk peni gkatan pelayanan publik: :
3. untuk penir];"gka
4

tan kesejahteraan masyafakat; |

i

-menghasilkan  suaty produk/outptit%%

pelaksanaar kebijakan -daerah.

. |

s‘ebe{é&’i redoman  dalam
Wby

Perjalanan dinas dalam ranvka ) 18

asf, koordinasi ke
J 1) e it dilakukan secara
selektit’ dan dilakukan oleh pejabat struktglf%gl dah?gtau Pejabat lain yang
ditunjuk selams 4 \empat) hari kalender dan j’afau 568 {aj kebutuhan dengan
ditambah 2 (dud} hari perjalanan ke dan [dari 1b1h1t<ota Propinsi dengan
memapertimbangkan azzs kewa Jaran dar kepafutan.

Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, ké__%ordinasike Propinsi Riau atau
Instansi pemerintah terkait dilakukan secara selektif selama 3 (tiga) hari
kalender dan/atau sesuai kebutuhan d

E .ll . .
er%gan memnpertimbangkan azas
kewajaran dan kepatutar. ;

i
Pegawai Negeri Sipi! Golongan | dan PTT! separjang dibutuhkan dapat
melakukan perjalanan dinas. ‘ t
Perjalanan dinas dzlam rangka pendata%h. Ipqr@fﬁilksaan, pengawasan,
penagihan, pungutan dan pekerjaan teknia, | innya :_ lirg le.xma S (lima] hari
kaiender dan/dtau sesuai kebutuhan deyjgan rgiﬂipperumbangkan azas
kewajaran dan Kepatutan. 2

e

g

*

Bagian Kedua | i

Mekanisme Perjalanaf Dinas’:

Pasal3 L1 u

i B

Pejabat Negaraf,;Pejabat/ PNS/PTT serta Pi nang‘; _Anggota DPRD yang

akan melaksarakan perjalanan dinas harus’ té\l;‘;?gih dahulu mendapat

: ; # : . Pejabat ven ibEI’fWg;lﬂ‘L'Bng.

persetujuan dan perintah atasan/Pejabat yang TN

Perjalanan dings dilakukan berdasackan SPFD ya':;niggditerbitkan oleh pejabat
yang berwenang,. .

.
TP —"

e o Srtun, i

grd
Feg
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]
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(3) Pejabat yang berwenang hanya bisa menetbitkan §§§D untuk perjalanan

" dinas yang biayanya dibebankan pada anggdran ygé%gterscdia dalam DPA-
SKPD berkenaan kecuali hal teknis yang hatus me'lilﬁgtkan SKPD lain yang
terkait. !

i

Pasal 4

'::!
I
5
{1) Pejabat yang be;wenang dapat membatasi pgl

mengadakan penghematan derigan mienguran 1‘:freku\1;i s, jumlah orang, dan
. b y 132

lamr.anya perjalanan. i uyd

g L

5

1]

; b
(2) Pejabat yang bervienang Jan  Pejabat Y\{;e‘garay'
Pimpinan dan . Anggota DPRD 4 perjalanan  dinas

aray Rilabat/PNS/PTT  serta
vang elaku
bertanggungjawap sepenuhnya atas keru.gig%‘ itlilerita daerah sebagai

T

.

yangid
akibat kesalahaz'x, kelalaian, atau xeaipagn yang !Dersangkutan dalam
hubungan dengaﬁx} perjalanan dinas dimaksuijigé "

(3) Terhadap kesalalian, kelalaian dan kealpaan éebagéim na tersebut pada ayat
(2) dapat dikena¥an tindakan berupa : : : Tw
a. Ganti rugi sesnai dengen ketentuan
b. Sanksi admix{istratif dan tindak
perundang-undangarn

RS

perund}ang-unﬁ;@ gan yang berlal.
an-tindakah laﬁr‘i?@a sesuai ketentuan
i ¥
! .
BABII 1
BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGINGJAWABAN
Bugian kesatu "
Biaya Perjulanan Dinas
Pasal 5 |
(1) Biaya pegalanan dinas terdiri duri - , %z
a. Uang harian yang meliputi vang makan, hang szku dan uang trensport
lokal; LT
b. Biaya transpottasi pegawai,
c. Biaya penginapan; dan
d. Sewa kendaraan dalem kota.

o g

f

(2) Biaya Transportasi pegawai sebagaimana dimakst
merupakan biaya yang diperlukan untuk : @
a. Perjalanan cari tempat kedudukan ke- fermind] ibus/stasiun /bandara/
pelabuhan ke berangkatan sampai tempat %liu_}uan pefgl pulang;

b. Retribusi yafig dipungut di terminal bus/ sta;si}x.gn/bandara/pe.labuhan
sesuai Peraturan Daerah setempat, ! : %

mana t’eﬁ?’antum pada Larapiran I
H

o Frages g 4

pada ayat (1) huruf b

bt

-

|95
e g

(3) Jenis Fasilitas dan kelas transportasi sebagai
Peraturan Bupati ini.

(4) Bieya Penginapan sebagaimana dimaksnd pada ayatg(l) huruf{ ¢ merupakan
biaya yang diperlukar untuk menginap : |
a. di Hotel,

;
b. di tempat menginap lainnya. dalam hal ti(éak terdapat hotel.

(5) Sewa kendargan daiam kote diberikan kepada. F@Su.pati, W..':\k'xl Bupati,
Ketua/Wakil Kétua secara at cost maksimurh Rp.530]0C0,00/hari.

. L . :
{6) Sewa kendaraan dalain kota sebagaimana. c%;mak:sngpada ayat (5} digunakan
untuk keperluan pelaksanaan rugas di tempat tujuréﬁ?.

: ["r
!
E
1

£



P
¢ # %
§

faksud pada ayat (5) yang
diberikan sudah termasuk biaya untuk p@gemugni :Bahan Bakar Minyak dan
Pajak. ‘ i "t

g
41; f"
(7) Biaya Sewa kendaraan dalam kota sebagéijzﬁanq dj

diberikan berdasarkan tingkatan dan | ;l‘bng n:ikepangkatan sebagaimana

-
(8) Besarnya biaya perjalanan dinas seba 'mana;;(#;imaksud pada ayat (1)
tercantum pafla Lampiran II Peraturan Bul kiti ini;ﬁ‘:l‘“

¥

(9) Pegawai tidak tetap golongan kepang‘lﬁéﬁianﬁyi& \:disammakan dengan PNS
; v

- Golongan 1I.

i'“
i
f

. PO 1

©

(1) Uang harian perjalanan dinas sebagaimaryd dimakend dalam Pasal 5 ayht (1)
huruf a diberikan sesuai dengan Jurmilah hq?riL yang digupakan untuk
melaksanakah perjalanan dinas. q L ;

Pasal 6

ENCES

#

(2) Uang harian :j>erjalanan dinas sebagaiméqa dim
perjalanan dinas luar daerah Propinsi tcﬁbayaﬂ.’-
lamanya perjalanan dinas. )

(3) Biaya transportasi sebagairaana dimaks | d dal :

f
L ;fPésal S ayat (1) huraf b
dibayarkan sesuai dengan biaya riil unt‘{k«*;pgrj ai ,M ' dinas huse dacyah,
i v

& t
Biaya perjalanan¥dinas sebagaimana dlmalgﬁ'fd dal&.ny Pasal 2 ayat (4) huruf b
diberikan dengazf%ketentuan sebagai berikut:; ! ., ?
a. Untuk penugasan peserta dimana ako‘niodasi; Eglg komsumsi ditanggung
penyelenggara, maka diberikan uang perjalanan difiak berupa :
1) Untuk harian pejalanan dinas 1 (satd) ‘hari “sebelum dan 1 (satu) hari
setelah kegiatan dilaksanakan; dan ;

2) Biaya transportasi berupa tiket angkutai ‘dardt;dgn /atau pesawat satu kalj
pulang dan pergi. ) T

e

A e

Pasal 7, |

n&:ﬁ%&

%

, L 1
b. Untuk peénugasan vneserta dimana akornoaéqi dan'if)‘éi’;msumsi tidak ditanggung
penyelenggara, ‘maka diberikan uang perjglanan difnas berupa :
1) Uang harian'perjalanan dinas selama hé.zn kegiats i
2) Biaya transportasi berupa tiket angkutan dareit?;i n/atau pesawat satu kal.
pulang dan pergi; dan ‘
3) Piaya penginapan.

Pasal 8

Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara/Pgjabat/FNS/PTT yang mengikuti
pameran/promosi diberikan : L

a. Perjalanan dinas untuk mengikuti acara pameraznj‘promosi maksimal untuk
S (lima) orang &tau sesuai kebutuhan: ¥ ; i‘: -

b. Uang hzrian perjalanan dinas diberikan seIi_'af.ma hér};{kegiatan mengikuti acara
pameran/promosi; i Y

c. Biaya transportasi berupa tiket angkutan idarat
pulang dan pergi; dan T

d. Biaya penginapan.

e .
d-a;r%n/ atau pesawat satu kali
o

|
i
Pasal 9 §

o -
i e e oty

Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pim jinan dan Anggota DPRD dilarang
merierima biaya perjalanas jabatan rangkap (dua;'kali atau lebih) untuk

perjalanan dinas yang dilakukan dalam wakty yang sa )8
? Lo

%
Y
v



o

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
(4)

4

s

! .F
1

Pasal 10 ° x )

A

Biaya perjalanan dinas dibebankan pada IDPA SNPﬁ yang mengeluarkan
SPPD bersangkutan.

R .
f s e

Pejabat yang memberikan perintah perjalan’an dmﬁa

i agar memperhatikan
ketersediaan dana yang diperlukan unt

uk rrelakscma; an perjalanan tersebut
dalara DPA-SKPD ber sangkutan. ,
. h
a: oy
Pasal 11 i ' Hy

Biaya perjalanan dinas dibavarkan sebelf;m pepg lunan dinas jabatan
dilaksanakan. 3

f%
'i

|
Dalam hal perjaJanqr. dinas harus segeraﬁ

1ﬂ*aksa an sementara biaya
perjalanan dinas’belum dibayarkan, niaka bi ya pprj%%.nan dinas dibayarkan

anf D
; i
% L
Dalam hal Jumlah hari verjalanan dinas yan%,d perr»’j, g; kan ternydta kurang
dari  jumlah yang  ditetapkan  dalaf, - SPP Pejabat
Negara/Pejabat/PNS /PTT  serta lepmani dan ggota I‘JPRh yang
bersangkutan wajib menvetorl an kembali kelebihar ng harian yang telah
diterimanya.

setelah pexjalanan dinas selesai dilaksanak

Pasal 12

Dalam hal harga tiker yang dipecoleh tc,myataé dlbawai*hi harga yang tercantum
dalam Standar Biaya yang d1;etapka'1 maka Pejabat
Negara/Pejabat/] PNS /PTT  serta

lepm:m dan ",,:.ﬁpggota DPRD  yang
bersangkutan wajib menvetorkan kerabali b}.aga tlketwsﬁlg diterimanya.

Dalam keadaan luar biasa apabila ter]adgq pemtpffxen kegiatan secara
mendadak oleh pinak penyelenggara dimant tiket fis

g idah diperoleh, maka
tiket untuk kelﬁ‘erargkatan dapat d1bava"1c 'memberikan bukti
pembatalan kegiatan.

i

Bagian kedua, . oz

Pertanggung jawaban atas kompone?{ypefj f: X
Pasal 13 ; )

b Tl
Uang ha:ian'dibayarkan secara lumpsum.
Biaya transportasi pegawai dan sewa ken

daraan; 4a1 am kota dibayarkan
sesuai dengan Biaya riil vang disertai den ga

A t:uktlfpembayaran
Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengav biaya rii]

Dalam hal tiket transportasi dai pat '39 _
bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pu ng dai ]
terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhaz "'ke tem At tujuan pergi pulang
serta bukti pembayaran alat transportasi gamny i

i ﬁihk diperoleh, Pejabat
B
Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap vd }n?lakukan perjalanan

dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil tyang lpptuhka.n untuk biava
transportasi tersebut yang disetujuil Pe;aba‘t Ppa éana Teknis Kegiatan,

dengan menysdtakan tanggung jawab sepé uhnyafatas pengeluaran sebagai
pengganti bukti pengeluaran dimaksud. ™




™
£
At s

%

N0 )

di, kepada pelaksana
arn 50% (lima puluh
iatur dalam Peraturan

4

[ p

ar .{ggapat berupa kuitansi

arkan i‘)}"eh hotel atau tempat
W

¢ .
i

(5) Dalam hal perjajanan dinas menggunakan ?gi‘;pil pr D
' peralanan dings diberikan biaya transpqrfdsi selé

persen) dari tamf transportasi darat sebagagrﬁ'anai
Bupati ini. £

'

w =

&,
x
fr
1

v

; H
Bukti pengeluar;an yang sah unruk biaya pefjginep
atau bukti Pembayaran lainnva yang dikel
menginap lainnya. i

.

b e i

Dalam hal Pelaksenaun perjalanan dinas ti 'f ] .Ineg;% eunakan fasilitas hotel
atau tempat perbginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya
penginapan sebgsar 30% (tiga puluh perse"n{f dari tf;r

T hotel di kota tempat
tujuan sesuai  dengan tingkatan pelak janan ’pf jalanan dinas dan
dibayarkan secgra lumpsum, i1 _‘ i
Dalam hal di tempat menginap lainnya sebqtaimart_? “firnaksud dalam Pasa)
S ayat (5} Huruf b tidak dapat rriéggeluai@ 31 kwitansi, Pejabat
Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap vyan Ii elakukan perjalanan
dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil vang gl%ituhkan untuk biaya
penginapan ter:"Sebut yang disetujui Pejab%*t Pemtgt Komitmen, dengan
menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atayiliperigeluaran sebagai
penggant: bukl pengeluaran dimaksud ée’bagaiﬁf'ém tercantum dalam

Lampiran Peraturan Bupati ini. ; !
" a1
(9) Bukt pengeluarun yang sah untuk sewa Jkendatydn calam kota adzlah
kwitansi atau bukti pembayaran 1ainnj,'aﬁ__§‘wyang ?‘1 eluarkan cleh badan

usaha yang bergerak di bidang jasa penyewain ke,ng%gaan.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menilag‘i ﬁ{ésesugi g“l dan kewajaran atas
biaya-biaya yarlg tercantum dalam Daftar I?é;queluaf"é’ % Riil,
(11) Bentuk Daftar Pengeluaran Riil seb:z.gaimaréja— ”tercaifft]'@m dalam Lampiran V
Peraturan Bupati ini. * ‘ Z '
BAB IV o
DOXUMEN YERJALANAN DINAS pALAM DASRAH

DAN LUAR DAERA K

Pasal 14 1

(8)

=

t

(10)

e enang

(1) Pejabat Negara/Pejuba’/PNS/PTT serta Pimpinan dar Anggota DPRD yang
melakukan perja'anan dinas dulam daerah dan luar

by iyrq s
Idaerah harus memiliki
dokumen perjalanan dinas. ;

(2) Dokumen Perjalanan Dinas sebagaimana dir’ijxaksud sp‘a%tda ayat (1) meliputi .
a. Dasar untuk melakukan penalanan clinasg
b. SPT; dan )
c. SPPD. " %’
(3} PenandatangarrSPT dan SPPDC sebagai berlkpt.: ,‘
a. Untuk SPT. . , ; _
1) Bupati dan Wakil 3upati, ditandatangafii aoleh_' Eapati, o
2) Sekretaris*Daerah, ditandatangani oleh¥Bupati ¢apabila Bupati tidak ada

ditempat dapat ditandatangani oleh Wa i Bupan

i

H

> i g w ] u Fad .
3} Asisten/ Kjépala Dinas/Kepala Badan} repala % étmﬂr /D1rc1.ctur/ Stal Ahli,
ditandatajé}gani oleh Bupati, dalam 'hdl Bupds tidak ditempat dapat

=TT

ditandatafigani leh Wakil Bupati dasd:apabi 2{3vakil Bupati tidak ada
ditempat @apat ditandatangani olen S;e%f‘e tarig D, erah. . \ .
4) Pejabat Eselon I, Eselon 1V, PNS e “abselo*‘ rfan PTT, ditandatangani

oleh Kepaia SKPT yar.g bersangkutan.'{;

[ e S T

oy

P{
/



@

o

t

) Pimpinan dan Anggota DPRD, dJandatadgam oke“} Ketua DPRD, apabila
Ketua DPRD tidak ada dltumpat dapat dj ianda“tan gam oleh Wakzl Ketua
DPRD vang dltetapkan/dttux juk oleh Kettia DPRT{Y :

b. Untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas P?

. Bupati dan Waki) Bupati, ditandatangan bleh yan bersangkutan.

. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh S$kretar}“ aerah.

. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatanj gni o,leﬁﬂ pekretaris Dewan.

. Kepala Dmas/ Kepala Badan/Kepala K?ntor/m rektur, ditandatangani
oleh yang bersangkuran B

. Pejabat Ese}on {1, Eselon llI, Eselon I»\f5 PNS%

dilingkungan uekretanat Daerah, ditand }a}n gagf 1
6. Pejabat Eselon 111, Eselon 1V, PNS nor

RSNV e

th

;Eon eselon dan PTT,
en Sekretaris Daerah.
P’T’l‘ SKPD lainnya,

/. Penandatan; 2anan Lembararn Pemcnksaaé : Peng}ggﬁhan dan Keterangan
Perjalanan Winas Sekretaris Daerah } b lefn.%ran belakang SPPD
d1tanddtang;m1 oleh yang bersangkutan

F
8. Penandatanganan Lembaran Pemeriksaih

Jgs |
, Pen g ahan dan Keterangan
Perjalanan dinas di Lingkungan Sckretanat Datnah Kabupaten Rokan
Hilir pada lémbaran

belakang SPFD dlté?’lhat.drhgif . oleh Pejabat atasan
langsung.

]

huous,q% grarn/kegiatan pada
Sekretariat Dewan daq SKPDr rfl engacu sebagaimana

(4) Pedoman Penandatangaran SPT dan SPPD
Sekretariat Daerah,

tersebut pada avat (3). i

BAR V ;& |
PERJALANAN DINAS LUA§ NPGE
Pasg] 15 "

it

(PP

(1) Perjalanan Iuar negen dilakukan dengan ;sangat I"*;.t:lektif, hanya untuk

kepentingan  yarp  sangat prioritas/penting: Q,f berkaitan  dengan
penyelenggaraan  pemerintahan dengan ¢ rnerr;}j_éj*gunakan dokumen
perjalanan dinas iuar regeri, : 1

(2) Perjalanan dinas luar negeri yang dimaksud nacéla ay arif1) berkaitan dengan:
a. Pendidikan ddn pelatihan (trammq]

i,
o [
i
b. Seminar/ 1olragcawa/ konferensi atau sejemshva ;
c. Promosi potensi daerah;

d. Kerjasama daprah dengan pinak luar negeni; '
e. Kunjungan pérsahabatan/kebudayaan.

(3) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan’ perten?u?_t internasional dan

penandatanganan perjanjian mtemasmna&i rparhy’™ P pertimbangan Menteri
terkait.

|
(4) Doxumen perjalanan dinas luar negeri sebagmmar!a

meliputi:
a. Surat izin Pemerintah;

b. Pasport Dinds (Service Passportl dan at,af:t Paspgar. vang di terbitkan oleh
instansi yang berwenang;

¢. Exit permi! sgsuai dengan ketentuan perag y"an pe,ffmdang undangan;
d. Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perunda,n -undangan.

Seminar, Simposium,
S) Perjalanan dinas luar negeri untuk kp%enungé b )
© Koxx:‘llfn,nm, pen\n]auan serta studi banding Peluarn:} geﬂ harus dibatasi dan
diseleksi denga.n ketat sesuai ketersediaanidana é%;un DPA-SKPD dan atas
1

= &
t

LR
o

dimaksud pada ayat (1)
l

¥

i k kenjajuan bangunan daerah.
dasar manfaatiyang ditimbuikan untu errg i

2

i i}

i
i
@ |
|
!

e d v St Tl St
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. 4
. BAB VI _‘ iy
TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANK.!W 'DINAS RUAR NEGERI
Pasal 16 ' :

Filed. o

SN 25

v

4

(1) Bupati dan Waldl Bupati melakukan perjalafian di

ir

e
| £ q‘l*t luar negeri terlebih
dahulu harus méndapatkan izin dari Presiden, Repp%‘ ik Indonesia melalui
Menteri Dalam Negeri. 4 ;

Y i
(2) Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPPD, Sekreta%tjg, Da.ér;é;h, Pejabat Eselon II,

Eselon lll, Eselory IV, dan PNS non eszlon yaxgg mel: '15 iKan perjalanan dinas

ke luar negeri terlebih dahulu harus meddapat izjh}: dari Menterd Dalam
Negeri. " |

p
u e
(3) Surat Permohonan [zin perjalanan dinas lua,rjriegen i fc%abat/ PNS non eselon
ditandatangani oleh Bupati atau yang diben -f‘vu_giawe:nau;x:g‘k leh Bupati ditujukan
kepada:

a. Presiden Melalin  Menteri Dalam  Negeri, u"n;thl; permohonan izin
keberangkatan. Bupati dan Wikil Bupati; 1

b. Menteri Dalam Negeri untuk Ketua, Wakii Ketua s;«ifa Anggota. DPRD dan

Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon 11 Esélén 11, E¥eion IV dan PNS non
eselori. 1

¥
(4) Surat permohondn sebagaimana dimaksud pade
b}

. Nama dan jabatan;

- NIP bagi pegawai negeri sipil
- Kota/negara yang dituju;

. Waktu pelaksanaar:

- Sumber pembiayaan:

{
. + # 0 . - 4‘ S
Urgensi kunjungar., rincian program, jumlak dan ng
i

. T rnemuat ;

o
.
§
&
=Y
L

P
A

@
nogp

R

ma rombongan,.

T

C -3
3

g

th

Pasal 17

a
RPN

‘ ¢
Surat permohonan sebaguimana dimakeud dalgm Pasai'16 ayat (3) dilampiri
dengan dokumen sebagai berikur - * 4
a. Pendidikan dan Latihan/ Training. I

1. Dokumen Program Pendidikan Strata 1, Stral:ia 2 dgli'g Strata 3, meliputi :

a} Dokumen/surat vang remberikan keferangan ' sumber pembiayaan

selama pendidikan, antara lain DPA-SKPD, surat L{aminan dari sponsor,
atau kontraky perjanjian/ MolU. D

. b) Surat komfirinasi dari negara vang dituju Antara jain dariperguruan tinggi
yang menyatakan bahwa yang bersarg'gkutan; felah  diterima untuk
melaksanakan pendidikan di lembaga tergebut;

4
- B

i
£

i
¢} Surat pernyataan yang ditandatanganii di aitag -';matera.i untuk tidak
mengikuti kegiatan-kegiatan di Luar izin yeng dibetikan:
dj MoU kerjasaina Daerah dengan puhak laar negerti,
2. Dokumen Program Pelatihan ( Training), meliputi ; | °

1
a) Dokumen/surat yang memberikan keteringar;i sumnber .pex}lbiayaar%
selama pelatihan {training), antara lajn:DPA-SjK};D, surat jaminan dari
spousor, atau kontrak/perjanjian/ MoU; x . .
b} Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar RePu,b}i}i indonesie. dan atau
lembagadi *negara yang dituju yang .me;ré-:atakar} bahwa yang

bersangkutan telah diterima untuk mengﬁkuu st{l‘.k,«ﬂg banding;

¢) Proposal/kerangka acuan kerja, + :

b. Studi Barding; -
Dokumen studi banding meliputi : ; CY

| PR .
1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan .sg}ﬁ?er pembiayzan selama

1

kontrak/perianjian/ MoU.

i

H
Ty

studi banding, antarz lain DPA-SKPD, s;}:rat ja\:ﬁipaﬁ dari sponsor atauy

t

m e ae

Y



d.

i
£

. §

2.Surat komfirmasi dari Kedutaan Besar, Eﬁf:bub ik indonesia dan atau
lembaga di negara yang dituju vang menyatfikan batliva yang bersangkuran
telah diterima yntuk mengikuti studi bandirgg. P

! . o 1y
3. Proposal/kerangka acuan kerja. a P

!
: po
. Konfrensi/Lokakégrya/seminar atau seienisnya’ e
. - . CEee . 4 ls . .

Dokumen konfrensi/!lokakarya/seminar atay: s.fgejemsn;‘ g meliputi;

1. Surat Undangan dari penyelenggara k@rijfrensi,"?lék}akarya/ serainar atau
sejenisnya di luar negeri kepada yvang bersaggkutélI% ki J

2. Dekumen / surat yang memberikan kct.eran;éan su&j} Der pembiayaan sclama
Konfrensi/Lokakarva/seminar atau sejenisnjj'a, ant; % lain DPA-SKPD, surat
jaminan dari sponsor, atau kontrak / Perjan%@an / Mdli§

Promosi dan Potensi Daerah: 1 o,

Dokumen Promosi Potersi Daerah meliputi. . .

1. Dokumen/surdt yang memberikan keterangan sug_qt)ér pembiayaan selama
Promosi Potensj Daerah, antara lain DPA-S ;gﬁD, su’?é%'aminan dari sponsor,
atau kontrak/perjanjiun /Mo U ! 5{1 E

2. Surat unda.ngaan dari penvelenggara prgmosi it luar negeri kepada
Pemeintah Daeralr. oo

3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Rej ublik ,lpﬁfpnesia di negara yang
dituju dan sufat dari pihak penyelenggani prorififg%ii di luar negeri yang
menyatakan bahwa pihak Pemerintah D{iefa:h té]’zﬂf@diterima untuk dapat
melaksanakan.promosi. " i,

4. Proposal/kerangka acuan kerija. i ii

5. Rekomendasi instansi terkait dj pusat ten taqj;\g lteiki,l‘iiéertaa.n Daerah.

. Kerjesama Daerah dengan Pihak Luar Negery; | i

Dokumen kerjasama daerah dengan pihak
1. Dokumen/surdt yang memberikan k
lain DPA-SKPD,

luar negeri freliputi:

eterangan summfer pembiayaan antara

urat jaminan dari sponsor, atau kb}fir.rak/ perjanjian/ MoU.

2. Surat undangan dari mitra kerjasama di luar negeri bila ada.

3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik {jﬁ!":féonesia di negara yang

dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak

Pemerintah daerah telah diterima untuk épelaksé,ﬂn%kan kunjungan dalam

rangkakerjasama. ' .

Rencana kerjasama/kerangka acuan progrgm kerja. l

Kunjungan Persghabatan/Kebudayaan; ‘ * };-

Dokumen kunjungan persahabatan/ kebud.a,yga%z meljpyti

1. Dokumen/surat yang memberikan keteréﬁr“f‘gén suf Nber pembiayaan selama
Kunjungan persahabatan/ kebudayaan, mgntara Bint DPA-SKPD, surat
jaminan dari sponsor.atau kontrak/ peﬁa?%én/ Ma’dff '

2. Surat undangan dari pihak/lembaga/ badan diluarl_"ggel-l. o

3. Surat konfirmasi deri Kedutaan Eesar R‘;aublik;gbﬂdonem& di negara yang
dituju dan surat daii pikak luar negerifyang mignyatakan bahwa pihak

Pemerintah Daerah telah diterima untuk rr;elaksglifa‘asl‘;an kunjungan.

4.

K
H

Pasal 18 f
i

¢ i
(1} Permohonan izin sebagaimana dimaxsud, dslam -Pasal 16 ayat (3) harus

diterima selambat-lambatnya 14 {empat bglas ha{m sebelum keberangkatan,
kecuali untuk hal vang sangat mencesak :g:;pl..‘!é?l untuk mendapatkan
rekomendasi perjalararn dinas luar negeri. ; ‘

=

(2) Rekcmendasi perjalanan dinas luar negenésébagﬂ ﬁixf:ana dimaksud pada a.ya>l \

(1) digunakan sebagai psrtimbarigan untulfl memp "'g}ﬁjeh izin Pemerintah.



Pusal 19 ¢ s
.

§ .
(1) Perjalanan dinas, bagi Pejabai Negara/Pejalst/PNSJHTT yang mengikuti
pameran/promosiidi luar negen sebagaimana::%aiimaks%i{fjﬂ*g%dalam Pasal 15 ayat
(2) huruf ¢ diberikan B RE
a. Perjalanan dinas untuk mengikuti acaral pamekAh/promosi maksimal
untuk 5 (lima) &rang atau sesuai kebutuhan# '

b. Uang harian petjelanan diras luar negeri Ffi%érika”i

I
h "rr{aksimai 5 (lima) hari
atau sesuai keButuhan. Pl

¢. Biaya transportasi berupa tiket angkutan aarat dénatau pesawat pulang
dan pergi. k ~
4 t
Perjalanan dinas, luar negeri vang dilakukan secaﬂra};ﬁ rombongan dibatasi
jumlah anggotanya paling banyak 5 (lims) orarig{#termasuk pimpinan
rombongan, hanya yang bidang tugasnya sangat te’ﬁﬁit dengan substansi
yang akan dibahas atau sesuaj dengan dokumﬁéﬁ penéﬁ’;lgung.
(3) Jangka waktu peralanan dinas lvar nege;ﬁi palir% ‘

{d

kalender atau sesuai dengan dokumen penduKung. |

(2)

fama 7 {tujuh) har

£

b

?
Uang Harian dan tiket Perja'anan Dinas LuarfﬁNcgeri isebagaimana tercantum
pada lampiran IIf Peraturen Bupati Rokan Hili;if ni. w;.
(5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (ﬂé):.’éligolongkan dalam 4
tingkatan yaitu : |
a. Golongan A
Daerah.

b. Golongan B : Pejabat Eseion [l den Anggota DPRD‘%..
c. Golongan C : PNS Gel. Ill/¢ sampai dengan Gol. 1%/}

Bupati. Wakil Bupati, Piqlpi11ani-3Q3ﬁPRD dan Sekretaris
A L

d. Golongan D : PNS sampai dengan Gol.IH?/'E). 3
iy

Pasal 20

i
"
i

+

2

Menteri Dalam Negeri meneruskan rencana perﬁ%la’nan <}11 ias luar negeri kepada
pejabat yang berwenang mengeluarkan pasport, gxit per‘rﬁﬁi}?ﬂam rekomendasi visa
setelah mendapat izin Pemerintah. iF

* 4

Pasal 21 ‘ *

%
J,}'é‘pihak swastz, kecuaii
gnjian/dokumen antara

(1) Perjalanan dinas luar negeri tidak boleh dibiayai olg
apabila biaya tersebut sudah ditetapkan dalam pef]
pihak swasta dengan pihak Pemerintal.

(2) Biaya dapat dibebankan melalui APBD deiqgaé_‘ mempertimbangkan
kemampuan dan ketersediaan mata anggardn pada ifF‘BD dan atau sumber
lain yang sah.

Pasal 22

Setelah mendapatkan izin pemerintah, pasport, :exnt per}mﬁnﬁ dan rekomendasi visa,
Pejabat Negara/Pejabat/Pzgawai Negeri Sipil seg a P1m§; Qap dan .A.nggo'ra DPRD
yang melakukan 'perjalanan dinas luar negéri SEEY ‘ga ' mengirimkan Sura:t.
Pemberitahuan kepada Depertemnen Luar Negefi melalan: Direktorat Konsuler ai
Jakarta guna diterﬁ;uskan kepada Kedutaan Begar/ Pé{ W illa.n‘ ‘:31 di Luar Negeri
untuk melakukan jperlindungan atas hak-hakhyatdari r ‘énungkinan hal-hal yang
tidak dikehendaki? '

s

P wg

gt

)
i



(1)

(4)

@

)

(6)

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Pe,ré,tultan_

17

Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap daf |

: i

BABVII ¢ 5
PELAPORAN DAN PERTANGGUQ{GJA@%K@AN

|

Pasal 23 ¢
J |

Pejabat Negara/Pejabat/PNS/Pegawei Tidak Tetap, vang melakukan

perialanan dinas dalam dan luar daerah seleinﬁ‘bat—lari%rf‘ggtnya dalam waktu 5

(lima) hari kaiehder sejak berakhimya waktu deinlanan dinas wajib
menyampaikan laporan tertulis hasil verjalarfan dilqg'_sf”kepada Pejabat yang
inemberikan SPT dan/atau SPFPD. I ! :
Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukaip perja}a‘;f;an dinas dalam dan
luar daerah selalﬁnbat-iambatnya dalamm wakt?l §) (li:flﬁl hari kalender sejak
berekhirnya wakfu perjalanan dinas wajib iy enyampajkan laporan tertulis
hasil perjalanarn dinas ¥epada Pimpinan yangr%lemheﬁ %n SPT.
Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang me;l;‘%}g‘k v }gg rjalanan dinas luar
negeri selambat-lambatnye dalam waktyu 15t .':‘_aag}] ) hari kalender sejak
kedatangannya di Indnonesia wajb menye{n‘}pjaikaréfi%poran tertulis hasil
perjalanan dinas kepada Bupati i
i v ois

Bupati dan Wak;il Bupati yang melakukans f'eyjalaﬁfsi,f{ dinas keluar negeri
selambat-lambatfiva dalam waktu 15 (lima fbelaﬁ}jf%';hari kalender sejak
kedatangannya 8i Irdonesia wajib menyarr‘gpéikanf :,ggporall tertulis hasil
perjalanan dinas kepada Presiden Republil@" Ihdénésia dengan tembusan
kepada Wakil Presider T

. . “‘ ‘E'
Pimpinan dan Anggora DFRD vang melakukan perjaldfian dinas luar negeri
sclambat-lambatnya dalam waktu 15 (hTf belaisf T hari kalender sejak
kedatangannya di Indonesia wajib menys q‘baik&rﬁi&"por&n tertulis, h;elsil
perjalanan dinas'pada Ketua DPRD dengan tef;hbusaﬂ%f’ ;épada Bupati.
Peiabat negara/ f’ejabat/ PNS/PTT serta Pirnpiinan :cfé.ré'ﬂ Anggota DPRD yang
melakukan perjalanan dinas  wajib muq}é;npau«:an dokumen
pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari

a. SPPD yang sudal ditandatangani (divisum) oleh gq:j‘gbat di tempat tujuan

dan diketahui oleh atasan langsung pejabat yarg jinelakukan perjalanan
dinas;

. Perhitungan SPPD rampung sebagaimana tercan‘um pada Lampiran IV
Peraturan Bupati i,

¢. Tiket pesawat;

¥
t

d. laporan perjalanan diras vang ;’.itarxdatai}gani oleh  Pejabat
Negera/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinanudan A;n*é?_;ota DPRD yang telah
melakukan pérjalanan dinas '

T

e e
s .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24 ¢ i

ipati Rokan Hilir Nomor
4n Dinas Pejabat Negara,
Pimpinan Serta Anggota

Tahun 2011 tefgtang Tata Cara Pelaksanaah%ﬁezjai

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah i Lin*_gkrungaiﬁ iy Pemerintahan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Tahun 2011 ‘Y?fomor 17), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Yy sa cov |

. 3 7
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T Pasal 25

4
v i

i

Diundangkan di Bagansiapiapi

pada tanggal Ol MALET 2014
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" LAMPIRAN I

PERATURAN BUPAT' ROKAN ILIR
NOMOR OF TARUN 2014
TENTANG

%

TATA CARA PELAKSANAAN PERJAL ANANi DINA&?;i%EPEJABAT NEGARA,
TAP DAN PIMPINAN

PEJABAT, PEGAFWAI NEGERI 3IPIL, PEGAWA]

SERTA ANGGOTA DEWAN

RAKYAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH K:\BUP%TLN ROKAN HILIR

- by
JENIS FASILITAS TRANSFORTASI PERJALANAN DIN/ °S LUAR DAERAH

TIDAK,

PERWAKILAN, |

%

A

DAERAH

. 'I:fa%nsportasi
No Umiaf . ___Udara ! iI'Darat Laut |
1 | Bupati/Wakil Bupati Bisdis ;. " . Super Super
L ¥ ., Eksekutif Eksekutif
N . SN
2 | Ketua/Wakil Ketua DPRD Bisr%'is A ;Super Super
) , il sksekutif Eksekutif
rEe
e . § Ii
3 | Pejabat Eselon.ll.a Bispis | ESuper Super
L i sEksekutif | Eksekutif
4 | Pejabat Eselon 11.b/Anggota DPRD | Ekofibaii I Eksekutif Eksekutif
- » J! 1 :i h
5 | Pejabat Eselonll] o Ekodomi |- Eksekuttf Eksekutif
T
€ | Pejabat Eselon'lV Ekorjor1i |i Lksckutﬁ Eksekutif
7_|Staf Golongan 1Vl Ekovomi | Eksekutif | Eksekutf
T T
8 |StafGolonganIl/i Ekonomi_ | Ekonomi Ekonomi |
- - ;




LAMPIRAN II

!

. i

PERATURAN BUPATI RCKAN HILIR : !

NOMOR OF TAHUN 2014 ; )

TENTANG % s
PELAKSANAAN PER.ALA A

TATA CAR PEJABAT NEQARA,
PREJABAT, F%G'\WM NEGERI! SIPTL, PEG‘ i TETAP DAN PIMPINAN

SERTA =~ ANGCOTA DEWAN  PERWARNAN  RAKYAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KA GEATEN ROKAN HILIR

o !"‘1]:?
4 Eol

L
STANDARISAS] BIAYA PLR%ALAN' -DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HII%JF‘ TAHUN ANGGARAN 2014

i
A. UANG HARIAN

H
i

ﬁ . _
- 1 : BIAYN}%‘\’ JALANAN DINAS ﬁ]
NO URAIAN E §Uaf1& i k Uang
i Harian Penginapan
| ! (Rp) Y (Rp)
I N N 4 B
I " T R
1 | PERJALANAN DINAS KE ‘
IBUKOTA NEGARA/ IBUKOTA s |
PROPINSI LAIN UANG HARIAN |
(UANG SAKU, UANG MAEAN . ‘
DAN UANG PENGINAPAN) ! !
PERHARI | : |
a. Bupati/ Waki Bupati/ | i i
Ketua/Walil Ketua DPRD | 2.500.600,0¢ 1.500.000,60
b. Sekretaris Daerah ! Y 8“d’0" 9,00 1.200.000,00
c. Eselon II/ Anggota DPRD i, 20{1 00,00 1.000.000,00
d. Eselon I Golongan 1v | Nl ooo[noo 00 750.900,00
€. Eselon IIl Golongan 1] { SOQ P’)OO 00 700.000,00
£. Eselon IV Golongan 1v | $00.000,00 650.000,00 .
g- Eselon IV Golongan 111 i 3 9’0').?;’00.00 600.000,00
h.PNS Non Struktival ! . i
- Golongan T/ | 800.000,00 450.000,00 !
- Golongan Il | 700.400,00 . 450.000,00 |
- Colongan 11 ' 60000,00 400.000,00
- Golongsrn ] | Y 500000,00 400.000,00
2 | PERJALANAN DINAS KE ] ’ o
IBU KOTA PROPINS! RIAU / |
IBU KOTA KABUT'ATEN DALAM i
PROPINSI RIAU UANG HARIAN f
| (UANG PENGINAPAN, UANG |
| MAKAN, UANG SAKU DAN § f
UANG TRANSPCRTAS! LOKAL) ¢
PERHARI ?
a. Bupati/Wakil Bupsati/ ’
Ketua/Walil Ketua DPRD) . 1.500 00,00 800.000,00
1 b. Sekretaris Daeranh Y .0¢ o 00,00 70C.000,00
[ L% Eselon Il Anggota DPRD "—w*;*- 7ﬁ§) goc,oo 600:000,00
] M
x :
5 -



2

Eselon III ‘Golongfm v
Eselon 11l Golongan 113
Eselon IV 'Golongan [V |
Eselon IV Goloigan il

. PNS Non Strulitural
- Golongan 1V
- Golongan Il
- Golongan Ii
- Golongan 1

@ ot oo

PERJALANAN DINAS K¥,
1BU KOTA KECAMATAN /
TEMPAT LAINNYA
2. Bupati/ Wakil Bripati/Wakil
Ketua DPRD
. Sekretaris Daeran
. Eselon ! 1/ Anggota DPRD
. Eselon IIT’ Gmongan v
. Esclon 111 uGolorg an 101
Eselon IV Golong,;u- I8Y
. Bselon IV’ Golongan (11
- PNS Non Strukturs)
- Golongan I/
- Golongen 11
- Golongan 11
- Golongan |

ot e o0 g

DALAM XOTA BA’GANSIAPIAPT

TRANSPORTASI I'lRIAR]

a. Bupati/Wakil Supati; Waki!
Ketua DPRD,  Sekretaris
Daerah, Eselon I dan
Anggota DPRD

b. PNS sampai dengan
Eselon Il

B. TARIF UANG TRANPORTAS] DARAT (PP)

- r

¢
-

1
|

3 {
— e ._m%:. — AN
¢ 3 ! 4
: 500 éon 00 509.000,00
! 560.900,00 500.000,00
Y sop; érmu 00 450.000,00
Y 50D, 066,00 450.000,00
400,000,090 4€0.600,00
200:100,00 400:63:00,00
250;000,00 350:900,00 |
P 259 000 00 350.600,00
8
ii
: ‘,;z
,;‘ QQ}Q!)Q,OO 600:000,00
P £ JE
F 4ol
| | satiou,0 400.000,00
i { 3ddloo,00 250.000,00 |
| 5 300{500 00 | 300.000,00
£ 300,400,00 300.000,00
; r 3001(500.00 250.000,00
| 250:800,00 250.000,00 |
! 3
: ‘ |
j 2504000,00 200 000,00
i zomg)oo 00 200.600,00
! 200, ;noo 00 200.000,00 !
i
; 200,000.00 | 200.900,00
! q~ ) - '
; v T — E T HJ;' -
; i
200100,00 200.000,00
108:000,00 109.000,00

{

No Kabupaten/Kota / Kecamatarfx 1y Uang Transportasi (Rp) |

1 B R S i i

1. |Padang ——— T 400.000,00
2. | Medan [ L 400.000.00
3. (Pekambary - TR R 320.000,00
4. _|Xarapar B N 370.000,00
5. | Rokan Hulu I N I 450.000,00
6. | Dumai o - ’ i 170.000,00
7. | Bengkalis _ ) o o 370.000,00
8. |Siak N B e 370.000,00°

LNy



1

S Y

2 T 3 .

9. |Kuantan Singingi M 4 470.000,00
10. | Pelalawan 1, Pl 450:000,00
11. | Indragiri Hulu e 1 470.000,00
12. | Indragiri Hilir i MY 520.000,00 |
13. | Meranti i T 600.000,00
14, | Simpang Xgnan - 'T‘L 4 2203000,00
15. | Pasir Lunalﬁ Kapas ¥ ": L QQQ@UO’OO
—
15 T hanion Kopar T 220.000,00
19. | Bagan Sinembah % 170.600,00
20. | Rimba Melihtang B ¥ it 140.8@8,80
21. | Bangko Pugako s 140.000,00
| 22. | Batu Hamphr N N 140.000,00
23. | Pujud : . 7 N 170.000,00
24. | Tanah Putil Tjg. Melawan 1 E 140.000,00
25. | Tanah Putif; B 140 000,00
25. | Pekaitan o e 170.000,00
27. | Kuku Babussalam 170.000,00
28 Idst............... ‘

C. TARIF UANG TRANSPORTASI UDARA (PP)

I

Biaya Menyesudikan
1

§

No Tujuan i Trapf;port (dari Pku - Ie.......)
5 | _Bipnis __Ekonomi
| |AMBON o 14%60.000,00 : 8.500.(60,00
2 | BANDUNG 1 6,100.000,00 1" 3.460°000.00
3 BALIKPAPAN . _% 1 102K0.000,00 : 8.070:080,00
|4 | BANDA ACEH 3 _1&.  *Ei3DC 000,00 | 3.700.000,60
5 _ | BANDAR LAMPUNG it 78950.000,00] 3.210.600.00
6__| BANJAR MASIN o ¥ 8%00.000,00 1 4.390.000,00
7 |BATAM  ° . %300.000,00] 2.000.C00,00
8 |BENGKULU» _ 6:00G.000.00 3.500.000,00
9 |BIAX ' ] 13:80.000,00 | 8.210.000,00
10 | DENPASAR, - 8.500.000,00 |~ 4.620.000.00
11 | GORONTALO L. _8.750.000,00 | 5.400.000,00
2 | JAKARTA i 5.230.006,60 3.500.090,00
13 | JAMEI ; 7.600.000,00 4.210.000,00 |
14 | JAYAPURA 15.800.000,00 | 8.620.000,00
15 |JOGJAKARTA ——  — £:500.000,00 | 4409.000,00
16 | KENDARI } H__ 157490.006,00 |~ 5.500 000" ,00
17 1 KUPANG | L 10.880.000,00 | 6.100.600,00
18 | MAKASSAR® e - _.8/850.000,00 | 5.800.000 00
19 | MALANG B o 7:300.000,00 3.790.000,00
20 [ MAMUJU L 8:850.000,00 1 5,400.000,00 |
21 | MANADO 13:140.000,00 | 6.170.000.00
22 [ MANOKWARI 16.300.000,00 | ,11.500.000,00
23 | MATARAM 8:150.000,00 | ™ 4.590° 000,00
24 | MEDAN 41000.000,00 | ; 2.000:000,00
25 | PALANGKARAYA :8.320.000,00 | . 4.390.060.00
26 | PALEMBANG . . 7000.000,00 | 4.200:000,00
27 [ PALU X $:500.000,00 | 5.800:000,00
28 | PANGKAL PINANG ___5910.000,00 3.680.000,00

M




a e e

P L
¥ ‘*H».i
- ! ‘
1 2 ok ‘g 4
29 | PONTIANAK' ] b n 7;0 000,00 |  4.220:000,00
30 [ SEMARANG. ~ i 6:290.000.00 | _3.720:000,00
1 |SOLO ‘ L 7'890.000,00 | _3.250:000,00
32 | SURABAYA - 1. ®8%0.000,00] 4.120.000,00
32 |TERNATE ©: _ 11850.000,00 | 7.500:000,00
34 | TIMIKA o . 15 wo 000,00 | '8.160.€00,00
CIST ¢ £-) ) o j ) Exaya N}g :gyee.umkan Men'?:::izﬂcan
k] , ‘q
* Ll
7 BUPATI ROKAN HILIR
KIL BUPATI,
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LAMPIRAN I} ;
PERATURAN BUPATI RCKAN HILIR ) -
NOMOR OF TAHUN 2014 f L
TENTANG

i
TATA CARA PELAKSANAAN DERJALANAI% I:)II&TﬂfL

S, PEJABAT NEGARA,
PEJABAT, PEGAWA! NEG T

SERTA ANGGOTA DEWAN PERW le.A'\l uf %
DI LI“IGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH @ABD F@

J’l

¢u¥,

PEMERINTAH:E KABUPATEN ROKAN HILI

STANDARISASI BIAYA PFRJ@I%\NAN Eﬂ AS
A. UANG HARIAN

LA

ER] SIPIL, F‘EGAWAI I‘IDAK 'T‘ETAP CAN PIMPI“IAN
RAKYAT
N ROKAN HILIR

DAERAH

HUN{-{l\ GGARAN 2014

PROFINSI LAIN UANG 1HARIAN ( v I
J(UANG SAKU, UANG MAKAN
DAN UANG PENGINAPAN]) ,

ERHARI 5
a. Bupati/ Wakil Buputi/ Lo

Ketua/Wakil Ketua 1HPRD 2.500.000,00
b. Sekretaris Daerah 1.800 odo 00,

c. Eselon li/ Anggota DPRD by zoo.oeuﬁoo

J i‘)
— e IO, R
i - F-— _
Bm YA PER”I LANAN DINAS
Sar A
NO URAIAN Laj g , Uang
Harj v Penginapan
B Re)
- ¥ Lk o
® 1 | PERJALANAN DINAS K ’ v
IBUKOTA NEGARA/ IBLUKOTA ! g

1.500.000,00
1.200.000,00

1.000.000,00
d.Eselon I Golengar;: 'V 11.000, o”@rj,po 750.000,00
e. Eselon Il Golongan i . 900. OQT{OO 700.000,00
f. Eselon IV Golongan IV , 900. OOG?OO ’ 650.000,00
g. Eselon IV Golengur: 111 . 900. Opﬂ 00 i 600.000,00
. h.PNS8 Non Strgktuyal J } .
- Golongan Ty 800.00 450.000,00
- Golongan 111 700. oLLé .00 450.000,00 }
- Golongan 11 i 600.QOQ,QO | 400.000,00
- Golongan ! 500.000j00 | 400.000,00
. - LA
2 | PERJALANAN DINAS Kk b
IBU KOTA PROPINSI RIAU / 1
IBU KOTA KABUPATEN DALAM i
PROPINSI RIAU UANG HARIAN o
| (JANG PENGINAPAN, UANG
MAKAN, UANG SAKU DAN
UANG TRANSPORTAS] LOKAL) E
PERHARI +
i i i
> ﬁ?&i‘?@fﬁlﬁﬁ?ﬁt&mw ¢ 1.500:099, 00‘ 800.000,00
b. Sekretaris Dacrah * 1.000 *oéao 00 700.000,00
| |c. Eselonll/ Anggotz DPRD _ © ' 750@0.0 09 | 600.000,00 |

4

%

H 1*’
5 i%
¥,

%

5
§

g

i

s

PRV

f



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPAT! ROKAN HILIR
NOMOR 0OF

TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANA
PEJABAT, PEGAWA] NEGERI SIPIL, PEGAW

SERTA

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SA
MAKAN DAN UANG PENGINAPAN)

ANGGOTA

DEWARN

PERWAK:
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPA'[E

N

i
}
1
%

1

?,
DINA::
S TIDAK Y
LAN

§

¥

32

1

| PEJABAT NEGARA,
PETAP DAN PIMPINAN
1 ﬁRAKYﬂT

DAFERAH

N ROKAN HILIR

KU, TRANSFORTASI LOKAL, UANG
PERJALANAN DINAéfLU AR NEGERI

. . (dalam US$)
NO NEGARA ) ©  GOLONGAN
’ B . GolLA " Gol.B}| Gol.C | GolL D
1 2 .8 TT4n 5 6
AMERIKA UTARA .t I i
1 | Amerika Serikat 523 |4 470 415 342
2 |Kanmada . 443 | 4 366 306
: . £ iy
AMERIKASELATAN i il
| 3 _| Argentina, LY B 240 240
4 | Venezuela L 460 1% . 320 285 285
S |Brazit 43217 " T353R 289 240
6 | Brazil 411 . 313 268 221 |
7 [ Columbia’ T __38Fh. 098 238|220
| _8_ | Peru — 3791 D4 235 220
9 | Suriname- L 349 292 2501 206
16 | Ekuador 364 it 27071 040 240
‘ N
AMERIKA‘TENGAH  [° E T -
11 [Mexico s 375 280 580
12 | Kuba ) 402 [ 302 259 220
13 |Panama 1 410k 89 270 270
%.F._{
EROPABARAT ] L
14 | Austria ] 500 1 450 216 316
15 | Belgia L 462 215 280 280
16 | Perancis L 3 508 1451 380 380
17 | Rep,Federasi Jerman | 439 . 408 280 280
18 |Belanda 1 450" 403 270 270
15 | Swiss ! 505 'i 453 | 320 320
b
EROPA UTARA T I PR
20 !|Denmark N 4681 %24 273 240
21 | Finlandia | 449 1406 352 312
|22 | Norweyid | 513 Eﬁréz 286 285
" 23 | Swedia _ - | 46 ) 483 340 349
24 | Kerajaan Inggris ) 583 531 430 430
) | i .
EROPA SELATAN N : y e
25 Bosc.:'lia Herzegovina 1 452 | i hﬁl? 332 332
26 | Kroasia® 1_ 479 P#al 351 351
27 | Spanyol } ] 4531 % RI1O 285 285




H
1 I
1 2 3 a0l s 6
28 | Yunani 418 !! 376 240 240
29 |ltalie, L 516 1 469 370 370
30 [ Portugal — 421 59 240 240
31 |Serbia . 397 858 311 276
by
EROPATIMUR ~——— 777 "77® o
32 _| Bulgaria _ _ 402 1 _ng}_ | 318 283
33 | Czech N A °87 ' 339 292 |
34 | Cekoslowakia o 417 [3 348 337 299
| 35 | Polandia . | 397 388 311 276
36 | Rumania D Y TUY . T 276
37 | Rusia . 552 & SQ%_ 405 405
38 |Slovakia =~ 0 425 ¥ 584 333 296
39 |Ukraina 421k 3% 326 289
: I 3 i
AFRIKA BARAT 7 ) i i ]
40 | Nigeria L 357 i 3#6 | 290 290
41 | Senegal ~ 330 gv}';g 204 200
AFRIKA TIMUR [ |
42 |Ethiopia 308 |, 253 190 166
43 |Kenya ) | 330F 96 204 195
44 | Madagaskar 2927 180 180
45 | Tanzania — 328" 269 201 181
|_46 [ Zimbabwe T 281 [, 241 214 214
47 | Mozambique T 315 2601 " 210 210
|| AFRIKA SELATAN [ N o
48 | Namibia =~ 7 ] 296 | 28| 183 160
| 49 | Afrika Selatun 3001 245 | 200 200
1
___ | AFRIKA UTARA _ N ;_i’i_ B
50 | Aljazair L 338 5 | 305 285 285
51 | Mesir . 364 - 49| 210 189
52 | Maroko S 300k, 2H3 190
53 | Tunisia 2898 238 185 185
54 | Sudan 338L . 079 208 183
S5 |Libya _ B 304 L_ 250 187 164
4 .
| | ASIABARAT i 1 i
56 | Azerbaijan 494 456 363 363
57 | Bahrain 401 283 220 207
58 {lrak 3931 REC | 218 200
9 | Yordania_ _ __361f %_1_ 195 195
20 Kuwait ~ o 402} %Pl ggg 'igg
1 i ‘; 353~ "2h4
T ——
Suriah 3541 25
22 ?ruﬁi"& ] . 361 1267 208 187
65_| Pst.Arab Emirat _ 455" 1820 3001 300
66 | Yaman - 3491 1238 | 195] 195
67_| Saudi Arabia 387 273 213 200
—— > P ﬂ‘ 355 | M1 195 184
68 | Kesultarian Oman i |

}




. 5 ¥
.:' @ ::“‘f!;
- 3 2 3 k. 4 8 s 6
! ASIATIMUR h
69 | Rep. Rakyawna o 374 | 87 ZES] 205 205 |
70 _|Hongkong { =~~~ 468 | § 285 285 285
71 |Jepang - 515 ¥ 7 300 260 260
72 |KoreaSelatar = = | a7y 2321 295 295
73 | Korea Utara | 361 | F.r 285, — 205 205
S T AR '
B ASIA SELATAN o {rh--—“—ﬁ— R
74 | Afganistan . . 381 4 2914 171 171
75 _|Bangiadesh | 335! 19:3"_% 165 165
76 | India o 38414~ Dolf: 240 240
77 |Pakistan 339 1 20} 180 180
78 |Srilanka 344 1 % 1@ 165 165 |
79 !Iran o 347 | s 250 200 180
! : N E I ]
ASIA TENGAH - ] | 1
80 |Uzbeidstant 388 e 285 253
81 | Kazakhstan o 452 ais 332 332
; R DU )L _
. —_ . b S
ASIA TENGGARA _, I 4, f
82 |Philipina ~ . ° T 40871 275 220 220
83 | Singapura . 420} 2371 222 220
84 | Malaysia o0 37711 5% 210 210
85 |Thailand , " 3881. 273 209 200
86 | Myanmar I 364 |1 2414; 195 195
87 | Laos T 376,  25F 200 195
| 88 |Vietnam o 379 1'% 262, 202 195.
89 | Brunai Dafussalam ] 3701% 5% 195 195
90 {Kamboja 7] 292 1 090% 195 195
91 |Timorleste =~~~ | " 3gagl% 38t 2271 195
# .
ASIAFASIFIK =~ T e e
92 |Auswalia =~~~ [ T35 400 270 270
93 |SelandiaBaru 388 |. 248 220 220
94 | Kaledonia Baru _ 421" 284 274 223
95 _| Papua Nugini 381,  35p 235 191
96 | Fiji I 259 326 | 219 178
B.SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
_ L (daJam US$)
NO | NEGARA T .. GOLONGAN
- EkseXutil | . Bisnis Ekonomi
1 2 - 3 ©i 4 5
AMERIKA UTARA N oS i .
1 | Chicago L 7.189 st 5448 3.587
2 | Houston & _ ¥.197 14i 5.494 3.991
3 |Llos Angeles 3633 i 4.365 2.853
4 [ Newvyork _ | “133'@49;&%’; 5742 3'7531
5 |Ottawa 5.374. %1 4.103 3.357
ecw " 7319 5 1 4.240 2.771
6 | San Fransisco o ot O
7 {Toronto . | ‘931 gty 2.238 1.831
8 [ Vancouver ~ ‘ X _L7211.Al,‘§_:_§\ 4.393 %.871
9 | Washington | L1463 )Ji:-:u'if 6.550 = ;:i
20 ldst...... ... . ] menyc miukanl l }'?fnhsumknn menyesu.




? i i
p 2 i __§..§__..._. . L4 5 |
AMERIKA SELATAN LT
11 | Bogota o _ __17-4:384 _9.426 7.713
12 | Brazilia 118661 "+i9.134 5.970
13 | Boenos Aires o 11966 | 11 9.134 5.970
14 | Caracas - 9269 | [ 8213 5.130
|_15 | Paramaribé 11721 17 3.986 7.353
|16 | Santiago de Chile 9819 | 11, 7495]  6.353
17 | Quito _ 173810 | # 1416.269 12127
18 |dst.............. N menye.s‘uziik’,m , rrfag:j:csé:aikan menyesuaikan
AMERIKA TENGAH ] B [EIET
20 | Mexico City 715 | Wiy 5.4302 3.550 ]
21 |Havana * - 141702 1" 1d111.223 7.335
22 | Panama City 23 281291 | 14389 13.570
23 jdst........... ETRTRY menyesq?%m ﬁ% yesuaikan | menyesuaikan
EROPA BARAT R
24 |Vienna . 1 B]225 1 1 3.864 3.357
25 | Brussels | o 232911 . '14.389 13.570
26 | Marseilles. _ 61557 1 K 3.076 3.541
27 | Paris o ) 6:177 | , If 3.834 3.331
23 | Berlin 73 ThTase7 3.959
| 29 | Bern o 8076 | v " 5.013 4.355
30 | Bornn L 91960 | [.i: 4.320 3.753
31 |Hamburg . 72093 | | 11 4.403 3.825
32 | Geneva ] 8035 | 'Lp 4.988 4.333
33 | Amsterdam . 6.177| ', 3.824 3.351
34 |dst _| menyesuaikan rpggniresu aikan | menyesuaikan
3]
EROPA UTARA .; P
35 | Copenhagen ) 6.826| T 4204 3.730
36 | Helsinski _ | E826! F 40537 3.681
37 i Stockhclm B 6.366 | .. ft 3.952 3.433
38 | London L ] #7011 TV 4781 4.153
39 | Oslo 750907 4661 4.049
40 ldste................. menyés:ff'ajkan i'q}r--jvrsumkan menyesuaikan
T wf ‘;,—
| EROPA SELATAN ' : BN L
41 | Sarajevo 4 11778 1.,," 7.129 6.033
42 | Zagreb 14.446 1 |  6.334 2.794
43 | Athens 19911 [, 9.256 8.041
|44 | Lisbon 6.274 g_}; 3.894 3.383
45 | Madrid i 5.733 |+, 4.180 2.631
| 46 |Rome . | 7.141 L + 4.433 3.851
47 | Beograd [ Yo" 6.is8 5,350
a8 |dst......ooal. %H%‘mcny]'c:&‘ugixm xqgnyesumknn menyesuaikan
3 _4__. iy
EROPA TIMUR L
1 49 | Bratislava 6.993 |: 1+ 4.341 3.771
50 |Bucharest ! 7627 | 1 4.734 4.113
51 | Klev o o ____ l 19.630 i«! . 5.978 5.193
52 |Moscow | 7953741 5920 5.143
£



;!
i
3 + (TE
1 2 3. | "4 5
53 | Praque T 6400 11737972 3.451
54 | Sofia _ 61567 | I K 4.075 3.541
55 |Warsaw . 6892 "’k 3968 3.447
56 |dst.......L.. . | menyestgiian | iihEsunikan | menyesuaikan
| |AFRIKA BARAT ~— z e
57 |Dakkar " _ 12.900| 1§ 9.848 8.555
58 | Abuja o ] 10.28C | ' |, 7.848 6.818
99 |dst.... menyesuaikdn | miinytsuaikan | menyesuaikan
,. —— S N S N 1
AFRIKA TIMUR N
60 | Addis Ababia L 7A72, ¢ 15704 4.955
61 | Nairobi o - 7566 " it 6.081 5.283
62 | Antananarive 11779 1 8991 7.811
63 | Dar Es Salaam N 8545] "1 6599 5.733
64 |Harate _ 8566 1.1 6615 5.747
65 Idst................... lmenyesh?él]’can xri%v.ggesuajkan menyesuailcan
_ B
AFRIKA SELATAN [ ¢ :sj'f.; __
66 | Windhoek : o 11325 4.1 8.645 7.510
67 |CapeTowrn 11053 | " & 8.438 7.330
68 |Johannesburg = ! - 5353 | ik 4.086 3.550
69 |dst.......... _ . menye§uj§k§n r"rfs;fij_t,fesﬁaikan menyesuaikan
e RS
AFRIKA UTARA . . fhTT
70_| Algeirs Bi6i0] 16503 5.710
71 | Cairo o $i361 ] v i 4.062 3.555
72 |Khartoum 51904 © % ¥ a 507 3.9i5
73 Rabbat = T 6R05| L1 4737 4115
74 | Tripoli L L 6851 i 4.092 3.555
75 |Tunisia ] 612961 1, 4.806 4.175
76 {dst................ . i menye%zmilcan ,rgc_xéy__suﬂkan menyesuaikan
ASIA BARAT 1 R
77 | Manama 614001 "1 5.902 4.700
78 | Baghdad 54331 ;| 4.148 3.545
79 | Amman ) ! 5,433 + il 4.148 3.545
80 [ Kuwait - 4767] 1, 3.639 3.110
81 | Beirut ) i | 8717177 4a364| _ 3.730
82 | Doha 4207 73212 2.745
83 | Damascus 5.096 | .,  3.890 3.325
84 | Ankara j 6.643 | T 4122 3.581
85 | Abu Dhabi 4.180 | 3.191 2.727
86 | Sanaa '_ 5.013] 7 3.827 2.171
87 | Jeddah 49581, 11 3.785 3.225
88 | Muscad 5.46910,1 5.156 3.727
89 | Riyadh 4.598 1% 1 3.510 3.000
90 ldst......... ) menyedtakan |ithepyesualian | menyesuaikan
. LT
T T T TR
9] ?Z;ggﬁmﬁ - BB L f‘£ 8.453 7.343
95 | Astana 33661 | stf '12.089 8.962
93 [aSt.iin . menySguaikan |} ményesuaken | menyesuniian
Nk
. i
) i

e A+



H

» '
I 2 3. | ‘e 5

ASIATIMUR q ol
94 | Beijing o L2262 1868 1.623
95 | Hongkong 17191 {1 1.419 1.233
96 | Osaka 25572 il 2.124 1.845
97 |Tokyo ] 2/558] it 2.112 1.535
| 98 [Pyongvang 24211 "7 1.999 1.737
99 | Seoul _ 20421 |, 4 1.999 1.737
100 Ydst............ ... . menyesua’kan Sotnyesuaikan ' menyesuaikan

ASIA SELATAN ] F% r
101 [Kaboul —~ ~ T 21386 2.585 2.209
102 | Teheran L _ 41475 7 3.416 2.920
103 | Colombo 1938 i 1508 1.388
104 [ Dhaka 13224 | 11 1.011 878
105 | Islamabat 22750 |, 1itE 2,271 1.973
106 | Karachi | B 21611 | Fif 2156 1.873
107 | New Delbi ) ] 24332 | #'1y 1.926 1.673
108 {dst................ - o ____:l menycsu%'ﬂ-:m: n'gclr'_;rcsuaikan menyesuaikan

. _ l :!i‘ | *E'

ASIA TENGGARA ! ] il
109 | Bandar Seri Bagawan ’ 1645 7 © 533 463
110 | Bangkok : 1114714, 947 823
111 | Davao City 749 | i+ 1,445 1.255
112 | Hanoi 1,833} , . 1.514 1.315
113 | Ho Chi Mifth . 991 1 gle 711
114 | Jobor Bahru T 4951 " 17 409 355
115 | Kota Kinabalu T 690 1570 495
116 | Kuala Lumpur - 572 1 a0 410
117 | Manila ° - el 154571 1203 1.045
119 | Penang ! 697 . 1F 575 500 |
120 | Pnom Penh 3,217 , | 1.005 873
121 | Singapore 1939 445 387
122 | Vienna 5367 [+ 1129 981
123 | Yangon ] 1.468 [ 210 1.212 1.053
124 | dste..... menyesu'aikan iini'ﬁyc?suaikan menyesuaikan

ASIA PASIFIK  ~ - 3 Ll
125 | Canberra’ #.886 |+ 1T 2383 2.070
| 127 | Melbourne “'“_ 2635151y 2176 1.890
128 ; Noumea 384314 v 3.174 2.757
129 | Ferth . e ' R.1261y [T 1755 1.525
130 | Port Morésty 2.439 Fgp 2014 1.750
131 | Sydney . 26351717 2717 1.890
[ 132 | Vanimo B __8.3:i8[ 2740 2.380
133 | Wellingtan BI2Ll’ ~ 3.072 2.669
134 |dst............ | menye suaiksn [; rienyesuaikan | menyesuaiken
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* " LAMPIRAN IV i N
* PERATURAN BUPAT! ROKAN HiLIR : gh

NOMOR 0F TAHUN 2014 R
TENTANG i

H
;A8
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN?DINASWL%EJABAT NEGARA,

PEJABAT, PEGAWAL NEGER! SIPIL, PEGAW/ TIDA f{ TAP DAN PIMPINAN
SERTA =~ ANGGOTA DEWAN  PERWARILAN LiRAKYAT — DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH' 14 ‘EUP@, ;N RCKAN HILIR
: pe
? 1
Lampiran SPPD Nomor : § “
Tanggal : 1 H
RINCIAN BIAYA PERJALANQ.N Dmhs‘,{
5?; |4
NO PERINCIAN i JUMLAR 141 KETERANGAN
: ! "j
1 | Uang Harian iRp ‘ ;1 |
2 | Biaya Transportasi Rp P
i"
JUMLAH T T
Terbilang ...ccooooooeviinninvnnnnnn .. | ’ i
e .
PERHITUNGAN SPFD RAMPUNG |
* Q i?’-!(
Yang telah dibayar semula = Rp X b
Ditetapkan sejumleh = Rp X i;
Sisa Kurang / Lebih = Rp ; P
* H
Bagansiapidpi, 2014
% Pl

Bendahara Pengeluaran,

D'hitung oleh,

i
i
i
H

f
:

:Yang menerima/menyerahkan,
§

SRR - 7 o oy - A e
P fi . ”

Plt. Bnggm‘r ROKAN HILIR



1\}»\_4‘- ﬁ 5 . ‘
( * ) b
) 7 BAMPIRAN V : 't
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR ¢ §
NOMOR OF TAHUN 2014 ‘:
* TENTANG : y
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN;; DINA&:_‘%PEJABAT NEGARA,
PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWA] TIIDA'I'»_’ ETAP DAN PIMPINAN
SERTA ~ ANGGOTA  DEWAN  PERWAKILAN *|RAKYAT  DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATTEN ROKAN HILIR
CONTOH DAFTAR PENGELUARAN 3‘4‘?'1,
i gk
Yang bertanda tangan ¢i bawah ini , i
: g
Mama I3
f‘f‘ ;3 w
NIP £ i?f i
Jabatan ¥ e ?
¥ ¥, vt 4
! Berdasarkan Surai  Perintah Perjaldrifs szfnTs (SPPD)  tanggal
L e i Lol
_— s I
Nomor.................... dengain 'ni kami men;g';atakaﬂ"zg 333‘,engan sesungguhnya
Q bahwa : : it
1. Biaya transpor pegawai dan/atau biayg. _p?ngi'm;gﬁ?’an di bawah ini yang
tidak dapatidiperoleh bulti-bukti pengefjarannya im‘eliputi :
— : .
No. _ . _Uraian o A Jumlah
3 iz‘;e
,
') .i
| ‘ SJumlai '7

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas l%ef;"tar—benar dikeluarkan

untuk pelaksanaan peijalanan dinas dirr.a%k_?sud dan apabila di
kemudian hari terdapa: kelebihan atas pem‘péjaran, kami bersedia
untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara,
i Pl

o . y ny
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya, "

2

Mengetahui/ Menvetujui. Bagansiaptagi,

1, B, -'E.A“ . e .
Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Negara/Pegawai Negeri

Yang meldit{fkan perjalanan dinas

&

7 ¥

d. %
..................................... i R LT TTTTPPPIPPPROIO
NP o N‘le ........ S e

i

Lot

3P ATT RORAN HILIR
{WAXIL BUPATI,

P L



